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BREAKINGNEWS: KEJARI SITA RP 5 MILIAR LEBIH KASUS TUNJANGAN 

RUMDIS DPRD KERINCI 
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KERINCI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menyita 

uang Rp 5 miliar lebih terkait kasus tunjangan rumah dinas DPRD Kerinci tahun 2017-

2021. 

Kejari Sungai Antonius Despinola, SH.MH saat pres rilis menyampaikan bahwa uang 

sejumlah Rp 5 miliar lebih merupakan kelebihan bayar terkait tunjangan Rumdis DPRD 

Kerinci tahun 2017-2021. Yang dikembalikan oleh dewan. 

"Kami melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp 5.027.802.069. Uang ini merupakan 

pengembalian atau penyelamatan keuangan kerugian negara, yang merupakan kelebihan 

bayar sebagaimana penghitungan BPKP sebagai ahli penghitungan kerugian negara, " Jelas 

Kajari. 

"Bahwa tindakan ini kami lakukan dalam rangka penyelesaian perkara sebagaimana 

diamanatkan pimpinan, bahwa kita tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelakunya, 

tapi juga penyelamatan kerugian negara. Alhamdulillah pada hari ini kami mampu 

melakukan penyelamatan kerugian negara, " jelas Kajari Sungai Penuh kepada awak media 

di Aula Kejari Sungai Penuh.  

Uang tunjangan Rumdis tersebut dikembalikan oleh anggota DPRD Kerinci periode 2017-

2021 tersebut kata Kajari, sudah dihitung langsung oleh bank BNI menggunakan mesin 

penghitung dan disimpan di BNI, kembali ke kas negara. Namun nantinya tetap akan 

menjadi barang bukti saat persidangan.  

Ditanya apakah ada tersangka baru dalam kasus ini, Kajari mengatakan akan melihat dulu 

fakta persidangan. Untuk saat ini belum ada tersangka baru. "Kita tak bisa bicara berandai-

andai, nanti kita lihat di fakta persidangan, dan kelanjutannya lagi, " jelas Kajari. (Hdp) 
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Catatan: 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 9 menyatakan bahwa: 

Ayat (1): 

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan 

kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan 

atribut.  

Ayat (2): 

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD 

disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. 

kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga.  

Ayat (3): 

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD 

dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan 

perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi. 

 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam Pasal 13 antara 

lain: 

Ayat (1): 

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD 

sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Ayat (2): 

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 

huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan.  
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Ayat (3): 

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan 

perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Ayat (4): 

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan 

perlengkapannya sebagaimana dinraksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.  

Ayat (5): 

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan 

perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam 

keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa 

jabatan.  

Ayat (6): 

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya 

berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib 

dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan 

pemberhentian masa jabatan. 

Ayat (7): 

Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur: 

1.   Pasal 15 ayat (1), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 

dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan 

transportasi.  

2.   Pasal 15 ayat (2), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 

bagi Anggcta DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan 

dapat diberikan tunjangan perumahan.  

3.   Pasal 15 ayat (3), Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 

setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.  

4.   Pasal 15 ayat (4), Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan 

tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
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(3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 

pengucapan sumpah/janji. 

5.  Pasal 15 ayat (5), Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan 

dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan 

perumahan. 

Pasal 16 menyatakan bahwa Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 

 

Selanjutnya, dalam Pasal 17 juga diatur bahwa:  

1. Ayat (1), besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 

berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

2. Ayat (2), besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Ayat (3), besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 

satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.  

4. Ayat (4), besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 

satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan 

dinas.  

5. Ayat (5), besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 

Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.  

6. Ayat (6), ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 

transportasi diatur dalam Perkada. 

 

Disclaimer:  

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Jambi. 


